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ABSTRACT 

 
 SAYIDAH MARYAM SINOSI. 2021. Undergraduate Thesis. An Analysis 
of the Presentation of Financial Statement Based on Government Regulation 
Number 71 Year 2010 in the Department of Education and Culture of Soppeng 
Regency. Supervised by Dr. Firman Manne, SE., M.Si. Ak. CA and Thanwain, 
SE., M.Si. Ak. CA. 
 This study aims to find out and provide an overview of the presentation of 
financial statement based on Government Regulation Number 71 Year 2010 in 
the Department of Education and Culture of Soppeng Regency. 
 The object of this study is the Department of Education and Culture of 
Soppeng Regency. This study was a qualitative study with a descriptive-
comparative method.  The data were obtained from observations, interviews, and 
documentation in the Department of Education and Culture of Soppeng Regency.  
 In the end, the results of this study depict that the presentation of financial 
statement in the Department of Education and Culture is in accordance with 
Government Regulation Number 71 Year 2010. Furthermore, this presentation 
applies an accrual and a cash basis. The accrual basis is used in the financial 
statement for revenue recognition-Operational Report (LO), expenses, assets, 
liabilities, and equity. On the contrary, the cash basis is used for Budget 
Realization Report (LRA) revenue and expenditure. 
 
Keywords: Analysis, Government Regulation Number 71 Year 2010, 
Financial Statement 
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ABSTRAK 
 

SAYIDAH MARYAM SINOSI. 2021. Skripsi. Analisis Analisis Penyajian 

Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dibimbing oleh 

Dr.Firman Manne, SE., M.Si. Ak. CA dan Thanwain, SE., M.Si. Ak. CA. 

Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui dan memberikan 

gambaran mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng. 

Objek penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Soppeng. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Data yang diperoleh yaitu 
dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penyajian laporan 
keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian laporan keuangan pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan basis 
akrual dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan 
untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. 
Sedangkan, basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja. 
 

Kata Kunci: Analisis, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 

Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan Indonesia terutama pada bidang-bidang 

tertentu, seperti sektor yang berfokus pada pengelolaan publik dapat ditandai 

dengan keberadaan tuntutan masyarakat yang bersifat akuntabilitas terhadap 

lembaga-lembaga dan instansi publik, baik yang berada di pemerintahan pusat 

maupun daerah. Reformasi ini sangat memberikan dampak signifikan dalam 

perkembangan akuntansi khususnya sektor publik, dengan berbagai cara agar 

tercapai sistem akuntansi pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. 

Pemerintah harus mengerjakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang 

digunakan sehingga keuangan suatu negara dapat mengalami berbagai macam 

perubahan mendasar dalam bidang-bidang tertentu yang tentunya dapat 

memberi dampak positif berupa dukungan reformasi, yang mana dapat 

meningkatkan jalannya suatu sistem keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Contoh perubahan yang paling penting yaitu pada bidang akuntansi termasuk 

pada bagian pemerintahan.  

Perubahan yang terjadi pada bidang akuntansi pemerintah ditandai dengan 

adanya penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah. (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencakup 

basis kas yaitu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja, 

sedangkan basis akrual untuk pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban dan 
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ekuitas. Kedua basis tersebut digunakan untuk merencanakan sebuah pelaporan 

keuangan sehingga pemerintah dapat melakukan peran aktif pada pemerintah 

daerah dalam mengelola daerah tersebut. 

Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka menyediakan sebuah informasi yang bersifat kuantitatif khususnya yang 

bersifat keuangan dari sebuah entitas pemerintah dalam pengambilan sebuah 

keputusan ekonomi yang nalar dari berbagai pihak yang berkepentingan yang 

berdasar atas berbagai alternatif tindakan (HalIm, 2007). Tugas akuntansi 

pemerintahan dan keuangan pemerintahan sangat berkaitan, maka dari itu 

sistem dan proses yang selama ini diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan 

telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat tercapainya good 

governance dalam perealisasian sistem pemerintahan. Pemerintah daerah 

memiliki peran aktif dalam mengelola daerah tersendiri, karena merupakan 

tantangan yang memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab 

pemerintahdemi dicapainya pembangunan dan pengelolaan sistem daerah yang 

bekerja semestinya. 

Hak dan kewajiban daerah sudah sepantasnya diambil alih dan berada 

penuh dibawah kendali suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola 

kemampuan finansial suatu daerah, dimana hal tersebut dapat diuraikan menjadi 

beberapa faktor diantaranya ialah pembuatan skema atau rencana, kemudian 

bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan, penatausahaan, pemberian laporan 

mengenai sistem yang telah direalisasikan, dan juga adanya tanggung jawab 

serta dana yang terus berada dalam pengawasan. 

Salah satu bagian dari pemerintahan yang termasuk dalam lingkup hak 

pengelolaan ialah adanya kemampuan pemerintah untuk mengadakan pajak 
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pada suatu daerah, disusul dengan adanya retribusi dan juga pemberian 

pinjaman, hak dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yakni degan 

melakukan pembayaran tagihan terhadap pihak luar yang juga memiliki 

kepentingan. Hak untuk pemerintah daerah, dibagi menjadi beberapa poin 

penting, yang mencakup hak untuk mengeluarkan dana pada proyek tertentu, 

hak untuk mengelola sumber daya daerah yang tentu saja dapat dilaksanakan 

secara mandiri maupun dengan adanya campur tangan pihak ketiga atau lebih, 

hal inilah yang mencakup surat berharga, piutang, uang, materi, dan juga 

beberapa hak lain yang memiliki nilai jual setara, salah satunya ialah materi yang 

tidak termasuk pada perusahan daerah, maka Pemerintah Daerah wajib 

menyajikan sebuah pengetahuan finansial yang mana sangat dibutuhkan 

keberadaannya secara spesifik, akurat, selalu ada di waktu yang tepa, dan 

memiliki kredibilitas yang tinggi.  

Penerapan skema struktur akuntansi pemerintahan di Indonesia telah 

diatur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Berdasarkan peraturan tersebut, Standar akuntansi pemerintah merupakan 

sebuah prinsip akuntansi yang diaplikasikan pada penyusunan serta penyajian 

pelaporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan.  

PSAP dan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam SAP 

Berbasisi Akrual dimaksud berpedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 23, 
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bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 

Penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAP No. 1 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ingin mencapai tujuan berupa 

mengatur penyajian laporan keuangan untuk pencapaian bersama yakni 

menjadikan laporan keuangan yang universal sebagai upaya untuk 

meningkatkan perbandingan antara laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan disusun dengan 

menerapkan basis akrual.  

Laporan keuangan sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, 

seperti: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK) 

yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan 

tersebut-lah yang nantinya akan menjadi indikator atau standar kualitas kerja 

sistem peremeintahan daerah khususnya dalam bidang yang mengelola aset 

finansial. 

Pada laporan keuangan, salah satu bagian yang merupakan paling penting 

dan keberadaannya wajib untuk ada dalam laporan keuangan yaitu track-record 

terhadap Catatan Laporan Keuangan atau biasa disebut CaLK yang merupakan 

ungkapan naratif dari komponen pelaporan keuangan, sehingga dapat dipahami 

serta mudah dimengerti oleh stakeholders. 

Pertumbuhan perekonomi di Kabupaten Soppeng dalam tiga tahun terakhir 

turun temurun mengalami kenaikan yang positif dimana besaran yang 

menunjukkan keadaan yang diakibatkan oleh peranan sektor pertanian dan 
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konstruksi. Bukan hanya pada sektor, tetapi pembangunan jalanpun yang terus 

meningkat juga sehingga membantu mendorong naiknya perekonomian di 

Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Soppeng tercatat sebesar 5,11%, dan tahun 2016 mencapai 8,14%. Sedangkan 

pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,2% sehingga pertumbuhan ekonomi 

tercatat sebesar 8,34%. (sumber: BPS 2018) 

Kebijakan ekonomi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 

2020 difokuskan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang 

berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Pentingnya substansi-substansi 

dapat melakukan sesuatu agar terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam 

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan bersifat continue atau 

tertus-menerus dalam berbagai batasan yang akan ditunjang oleh sumber yang 

memberikan kemampuan pendanaan daerah yang ada.  

Faktanya, permasalahan yang sering timbul karena adanya 

ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 seperti pos-pos atau item-item laporan keuangan yang 

berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu, 

pengadaan laporan keuangan pada instansi pemerintah diharapkan agar basis 

akuntansi yang digunakan sesuai dengan penerapan perlakuan akuntansi atas 

transaksi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAK) Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.  
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Penelitian ini akan melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap hal yang dapat 

menyajikan laporan keuangan yang mengikuti apa yang tertera pada ketetapan 

pemerintah nomor 71 tahun 2010.  

Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

yang telah ada, yakni adanya penerapan sifat kualitatif yang dimana 

keberadaanya didukung oleh metode analisis deskriptif komparatif. Selain itu, 

perbedaan terakhir yaitu pada objek penelitian. Dalam penelitian ini Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sebagai objek penelitian ini. 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan adanya hasil yang dapat 

memaksimalkan penyajian laporan keuangan agar mengikuti ketetapan 

peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia. 

Berpatokan pada berbagai macam hal yang telah dijabarkan pada latar 

belakang, penulis-pun memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap kasus tersebut dikarenakan penulis yang merasa hal ini sangatlah 

menarik hingga dilakukan-lah penelitian di Instansi Pemerintah khususnya pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaen Soppeng untuk mengetahui model 

dan juga bagaimana laporan keuangan daerah tersebut dijalankan. Berdasarkan 

hal tersebut-lah penulis-pun mengajukan judul yang bertajup “ANALISIS 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Jika melihat kembali berbagai hal yang telah dijabarkan pada latar 

bekalang diatas, penulis dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah laporan keungaan yang diaplikasikan oleh Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kabupaten Soppeng sudah sepenuhnya mengikuti aturan 

perundang-undangan nomor 71 Tahun 2010? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berpatokan pada poin penting yang dibahas pada rumusan masalah, dapat 

dikatakan bahwa tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah mendapatkan 

pengetahuan dan juga hasil analisis mengenai pengadaan laporan keuangan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppen telah sesuai dengan 

aturan perudang-undangan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diraih setelah penelitian dilaksanakan, salah 

satunya ialah wawasan individu yang semakin luas mengenai bidang akuntansi 

pada sektor masyarakat. Manfaat lainnya diuraikan menjadi :   

1. Manfaat terhadap penulis ialah bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga 

pemahaman kompetensi terhadap akuntasnti sektor publik pada bidang 

pemerintahan yang berelevansi dengan pengadaan laporan keuangan 

suatu instansi pemerintahan. 

2. Bagi Instansi Pemerintahan, bertujuan sebagai tambahan informasi yang 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyajian laporan 

keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

3. Bagi Akademisi, Dapat dijadikan sebagai referensi kepada semua pihak 

yang sedang melakukan penelitian dan sebagai masukan ilmu 
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pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik khususnya pada bidang 

pemerintahan. 



9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik dikenal sebagai organisasi yang berkaitan pada 

pemerintahan. Organisasi dibuat dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan 

bersama dalam pengambilan keputusan.  

Menurut Halim & Kusufi (2014:3) dalam buku Teori, Konsep, dan Aplikasi 

Akuntansi Sektor Publik: 

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, 
pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi 
atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai 
informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 
memerlukan. 

 

Menurut Bastian (2010:3) “Akuntansi sektor publik dijelaskan sebagai 

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada Lembaga-

lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah 

daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan social, maupun pada proyek-proyek 

kerja sama antara sektor publik serta swasta. 

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, 

penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik 

yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan 

yang berguna untuk pengambilan keputusan (Sartika, 2019). 

Berdasarkan pengertian akuntansi sektor publik di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi sektor publik merupakan mengidentifikasi dan menganalisis 

laporan keuangan dalam suatu organisasi publik dalam tujuan pengambilan 
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keputusan untuk penyajian laporan keuangan sebagai informasi yang 

bermanfaat bagi pengguna.  

Menurut Mardiasmo (2018: 18) dalam buku Akuntansi Sektor Publik 

menyatakan bahwa American Accounting Association (1970) dalam Glynn 

(1993), tujuan Akuntansi Sektor Publik ada 2, yaitu: 

1. Tujuan pertama yaitu memberikan informasi dengan tepat, efisien, dan 
ekonomi yang dipercayakan kepada organisasi atas suatu operasi dan alokasi 
sumber daya. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen. 

2. Tujuan kedua yaitu memberikan informasi yang memungkinan untuk 
pelaporan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan 
efektif pada penggunaan sumber daya dan memungkinkan untuk melaporkan 
kepada publik atas hasil opeerasi dan penggunaan dana publik bagi pegawai 
pemerintah. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas. 

 

Akuntansi sektor publik sebagai entitas yang memiliki keunikan tersendiri, 

karena memiliki sumber daya ekonomi yang entitas ekonominya sebagai 

akuntansi dana masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki peranan sangat 

penting dalam suatu organisasi pemerintah karena sistem akuntansi 

pemerintahan menyediakan informasi yang bertujuan dalam mengambil sebuah 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Akuntansi sektor publik mencakup identifikasi proses manajerial dan 

pertanggung jawaban. Proses manajerial yang dimaksud yaitu mencakup 

anggran, perencanaan, sedangkan pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu 

laporan keuangan mengenai laporan realisasi anggaran dan kegiatan organisasi. 

Organisasi publik berfokus pada peningkatan pelayanan yang berjangka panjang 

untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal dan mampu menyeimbangkan 

tujuan dan kepentingan dari masyarakat.   

Menurut Jaminta Sinaga (2017), adapun peranan sektor publik yang 

dikemukakan menjadi beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Akuntansi sektor publik merupakan pengganti mata kuliah akuntansi 
pemerintahan. 
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2. Pergantian mata kuliah ini diawali dengan munculnya reformasi pemerintahan 
dan keuangan negara (Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999). 

3. Munculnya Undang-Undang tersebut terbentuklah otonomi daerah terbatas 
yang memeberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur 
sumberdaya yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. 

4. Akuntansi sektor publik menginginkan laporan keuangan publik yang 
transparan, akuntabel dan akurat yang dapat dipercaya oleh publik melalui 
pengawasan yang dilakukan pihak internal pemerintah secara terbuka dan 
berkeseinambungan secara terus menerus. 

5. Bagian dari akuntansi sektor publik adalah akuntansi manajemen sektor 
publik, yang khusus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik 
melalui pihak internal pejabat publik. 

6. Fungsi perancanaan dan fungsi pengawasan merupakan fungsi utama 
manajemen sektor publik yang pada prinsipnya harus benar-benar dilakukan 
oleh pejabat atau pertanggungjawaban publik. 

7. Penerimaan amanah harus memberikan akuntabilitas publik, baik 
akuntabilitas publik horizontal maupun vertikal. 

8. Dalam menentukan biaya publik akuntansi sektor publik harus mengadopsi 
perhitungan biaya dengan sektor swasta dengan menambah metode yang 
lain, yang dapat menghitung cost pelayanan publik termasuk cost social yang 
sulit menentukan karena mempunyai jangkauan yang cukup luas. 

9. Akuntansi manajemen sektor publik di Indonesia belum popular karena belum 
termasuk mata kuliah di Perguruan Tinggi secara terpisah dengan mata kuliah 
lain. 

10. Untuk mendukung akuntansi sektor publik akuntansi manajemen sektor publik 
harus diawali dengan akuntansi biaya sektor publik di pemerintahan. 

11. Akuntansi manajemen sektor publik belum berhasil membantu negara untuk 
mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme. 

12. Belum sepenuhnya hukum dipakai sebagai alat untuk menetapkan seorang itu 
bersalah atau tidak karena masih banyak dipengaruhi dengan berbagai 
kebijaksanaan untuk mengesampingkan pengenaan hukum yang adil dan 
merata. 

 

Dalam uraian di atas, dapat diakatakan bahwa peranan akuntansi 

membuktikan bahwa akuntansi sektor publik sangat diperlukan pada sektor 

pemerintahan agar terwujudnya prinsip pemerintahan yang good governance. 

Menurut Mardiasmo (2018:16) untuk mewujudkan good governance deperlukan 

reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. 

Reformasi kelembagaan berkaitan dengan seluruh bagian pemerintahan 

baik strukur dan infrastruktur, selain itu untuk mendukung tercapainya 

pemerintahan good governance, maka diperlukan berbagai reformasi lanjutan 

yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan. 
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Menurut Mardiasmo (2018: 23), Adapun karakteristik good governance 

menurut UNDP, sebagai berikut: 

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang 
dapat menyalurkan aspirasinya. 

2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang 
bulu, 

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 
informasi. Infromasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 
langsung dapat dipeoleh doleh mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 
melayani stakeholder. 

5. Consesnsus orientation. Beriorentasi pada kepentingan masyarakat yang 
lebih luas. 

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang 
dilakukan. 

9. Strategic vision. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus 
memiliki visi jauh kedepan.  

 

Dalam pengelolaan keuangan publik, bagian-bagian akuntansi sektor 

publik juga sangat dibutuhkan. Bagian tersebut digambarkan dalam siklus 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
 Siklus Akuntansi Sektor Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bastian, 2010 
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Dalam siklus akuntansi sektor publik di atas, bahwa akuntansi sektor publik 

terdiri dari bagian-bagian (Bastian, 2010) sebagai berikut: 

1. Perencanaan Publik 
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa 
depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia (UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Proses perencanaan yang 
dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi 
sektor publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah 
serta tujuan organisasi. 

2. Penganggaran Publik 
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, 
manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran menjabarkan rencana yang 
mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan 
yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa 
anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. 
Kesuksekan pelaksanaan anggaran ditentukan oleg tiga faktor, yaitu (1) 
kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat 
departemen atau Lembaga pelaksana tertinggi, (2) kesuksesan anggaran 
sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai Lembaga, (3) akurasi 
perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas 
prakiraan anggaran. 

3. Realisasi Anggaran Publik 
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang 
telah rencanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga 
menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang 
mengubah input atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus 
yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. 

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses cara dan tindakan dalam 
menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Barang dan jasa yang 
disediakan dalam bentuk pelayan dalam memenuhi kebutuhan demi 
kesejahteraan masyarakat. 
Barang dan jasa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pengadaan 
barang dan jasa merupakan cara agar mendukung pelaksanaan strategi yang 
bertujuan sebagai kebijakan publik seperti mengembangkan UMKM. 

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik 
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan 
informasi yang berguna untuk pengambilan kepputusan oleh berbagai pihak 
yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang 
pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan brealisasi pencapaian 
target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.  

6. Audit Sektor Publik 
Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu 
investigasi indpenden terhadap beberapa aktivitas khussu. Mekanisme 
pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna 
akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), instansi pengelolaan sektor aset negara lainnya, atau 
organisasi publik nonpemerintah seperti partai politik, LSM, Yayasan dan 
organisasi ditempat peribadatan. 
 
 
 



14 
 

 
 

 

Menurut Mardiasmo (2018: 5) dalam buku akuntansi sektor publik: 
 

Akuntansi sektor publik dinilai sebagai sarang efisiensi, pemborosan, sumber 
kebocoran, dan institusi yang selalu mengalami kerugian. Tuntutan muncul agar 
organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan 
aktivitasnya. Value of money merupakan konsep dasar dalam pengelolaan 
organisasi sektor publik yang berdasarkan pada elemen yaitu ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas. 

 

Karakteristik akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan 

penerapan dan peranan akuntansi pada organisasi publik. Organisasi publik 

meliputi: badan pemerintahan (pusat dan daerah), LSM, organisasi politik, BUMN 

dan BUMD dan organisasi lainnya. Organisasi sektor publik berada dalam 

lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi 

sebuah organisasi sektor publik meliputi sebagai berikut: 

1. Faktor ekonomi 

Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; 

tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP), 

pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, 

serta sektor informal.  

2. Faktor politik 

Adapun faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; 

ideologi negara, hubungan negara dengan masyarakat, jaringan 

internasional, dan kelembagaan. 

3. Faktor kultural 

Adapun faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; 

keragaman suku, agama, ras, budaya dan Bahasa, sosiokogi mayarakat, 

histories, tingkat Pendidikan dan karakteristik masyarakat. 
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4. Faktor demografi 

Adapun faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; 

pertumbuhan penduduk, migrasi, tingkat Kesehatan dan struktur usia 

penduduk. 

 
Sifat karakteristik organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk mencapai 

tujuan yang harus bermanfaat.  

Tabel 2.1  

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 

Tujuan Untuk mensejahterakhan masyarakat secara 
bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan 
kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani 

Aktivitas Pelayanan publik (public service) seperti dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan 
hykum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. 

Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat/publik yang berwujud 
pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, 
pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang 
sah dan tidak bertentangan dengan perundangan 
yang berlaku. 

Pola Pertanggung-
jawaban 

Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui 
lembaga perwakilan masyarakat seperti dalam 
organisasi pemerintah meliputi Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), serta dalam Yayasan dan LSM seperti 
dewan pengampu. 

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang. 

Penyusunan 
Anggaran 

Dilakukan Bersama masyarakat dalam perencanaan 
program. Penurunan anggaran program publik 
dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh 
masyarakat. Dan akhirnya, dipisahkan oleh wakil 
masyarakat di DPR, DPD, DPRS, majelis syuro partai, 
dewan pengurus LSM, atau pengurus yayasan 

Stakeholder  Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para 
pegawai organisasi, para kreditor, para investor, 
lembaga-lembaga internasional termasuk Lembaga 
Donor Internasional (seperti Bank Dunia (World bank), 
International Monetary Fund (IMF), Asian 
Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), dan pemerintahan luar negeri. 

Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar (Bastian, 2010)  
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2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  

Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintah untuk 

mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi pengelolaan keuangan suatu 

negara. Bentuk beserta isi suatu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diatur 

kedalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.  

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi 

Pemerintah pada tahun 2005 maka pertama kali Negara Indonesia memiliki 

standar akuntansi pemerintahan. 

PP No. 24 Tahun 2005 dialihkan menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 

sebagai Standar Akuntansi Pemerintah dan sebagai pengganti Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba. 

Adapun perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu 

pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan. 

Pencatatan/penjumlaan transaksi dibedakan menjadi 2 jenis jurnal sebagai 

berikut: jurnal anggaran dan jurnal finansial (Juliam dkk, 2015). 

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam 

perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
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sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah. 

SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 dikembangkan dari PP SAP sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 

dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Pada tahun 2013 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013. Peraturan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan akuntansi berbasis 

akrual sebagai pendukung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

 
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah 

Menurut Halim & Kusifi (2014: 227) “Standar akuntansi adalah acuan 

dalam menyajikan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar 

organisasi yang mempunyai otoritas tinggi dalam kerangka akuntansi”. 

Menurut Sinaga dalam buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor 

Publik (2014:227) “standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu 

dalam penyajian laporan keuangan dalam hal prinsip akuntansi”. 

“Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman penyajian laporan 

keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyajikan laporan 

keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan”. 

(Putriasri Pujanira, 2017) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Standar 

akuntansi menjadi referensi dalam penyajian laporan keuangan baik pemerintah 

pusat maupun daerah, agar dalam menyusun laporan keuangan pengguna dapat 

memahami informasi yang disajikan.  
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Menurut Bastian (2010:138) “tujuan standar akuntansi pemerintah (SAP) 

yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan melalui 

pengembangan standar akuntansi pemerintah (SAP)”. 

“Tujuan standar akuntansi pemerintahan yaitu mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas”. (Diana 

Sari, 2013) 

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa 

tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. 

 
2.1.4 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah 

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah menjadi acuan dalam 

mengembangkan standar akuntansi. SAP terdiri atas kerangka konseptual dalam 

buku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah oleh Komiter Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan Adapun 

empat belas pernyataan, sebagai berikut: 

1. Pernyataan No. 01 tentang penyajian laporan keuangan 

Penyajian laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi tujuan bersama 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyajian laporan mencakup 

salah satu pedoman dan persyaratan isi laporan keuangan yang disusun 

dengan menerapkan basis akrual. Penyajian laporan keuangan 

menggunakan basis akrual yaitu dalam pengakuan pendapatan dan beban, 

maupun asset, kewajiban dan ekuitas. 

2. Pernyataan No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas 
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Laporan realisasi anggaran berbasis untuk memenuhi tujuan akuntabilitas 

yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan realisasi 

anggaran adalah memberikan dasar-dasar penyajian realisasi anggaran 

untuk realisasi dan anggaran sebuah entitas pelaporan keuangan.  

3. Pernyataan No. 03 tentang laporan arus kas 

Laporan arus kas memberikan informasi yang disajikan untuk 

pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut 

mengenai histori pencatatan arus kas yang dilakukan berdasarkan aktivitas 

yang dilakukan dalam satu periode akuntansi. 

4. Pernyataan No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan 

Dengan adanya catatan atas laporan keuangan (CaLK) dapat membantu 

pengguna dalam memahami laporan keuangan.  

5. Pernyataan No. 05 tentang akuntansi persediaan 

Akuntansi persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau 

perlengkapan yang membantu kegiatan operasional pemerintah. Pernyataan 

ini tidak mengatur: 

a. Persediaan perlengkapan dan bahan baku yang dimiliki oleh proyek 

swakelola. 

b. Instrument keuangan 

6. Pernyataan No. 06 tentang akuntansi investasi 

Akuntansi investasi tidak berlaku untuk perusahaan negara/pemerintah. 

Investasi dilakukan untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dalam 

jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 

dalam mensejahterahkan masyrakat. 

7. Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap 
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Dalam penyajian neraca, aset tetap merupakan salah satu bagian utama 

aset pemerintah yang signifikan. Aset tetap juga termasuk dalam aset tetap 

yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas 

lainnnya yakni instansi pemerintah seperti universitas. 

8. Pernyataan No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan 

Kontrak konstruksi umumnya memerluka waktu yang panjang kurang lebih 

satu periode akuntansi. Kontruksi berkaitan dengan sejumlah aset yang 

berhubungan dalam hal rancangan dan teknologi. 

9. Pernyataan No. 09 tentang akuntansi kewajiban 

Kewajiban timbul karena adanya adanya konsekuensi dan tanggung jawab 

yang timbul pada peristiwa masa lalu dalam konteks pemerintahan yang 

merupakan pendanaan utang. Setiap kewajiban dapat dipaksakan karena 

sudah terikat dalam peraturan perundag-undangan. 

10. Pernyataan No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 

akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan 

Kesalahan dalam membuat laporan keuangaan sering timbul seiring 

berjalannya waktu laporan keuangan. Tujuan pernyataan ini yaitu untuk 

mengatur perlakuan akuntansi dalam koreksi kesalahan dan peristiwa yang 

luar biasa. 

11. Pernyataan No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi 

Laporan keuangan konsolidiasi dibuat dalam rangka untuk menyajikan 

laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas dan keseimbangan laporan 

keuangan. 

12. Pernyataan No. 12 tentang laporan operasional 
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Laporan operasional merupakan informasi keuangan yang memenuhi tujuan 

akuntabilitas pemerintah dimana dalam laporan operasional meliputi 

pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit entitas pelaporan keuangan. 

 

 

13. Pernyataan No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan 

umum 

Tujuan penyajian laporan keuangan badan layanan umum untuk 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 

periode maupun badan layanan umum. 

14. Pernyataan No. 14 tentang akuntansi aset tak berwujud.  

Aset tak berwujud mencakup pengakuan, penyajian, pengukuran, dan 

pengungkapan. 

Kerangka konseptual bisa disebut dengan sebuah siklus, dimana akuntansi 

sektor publik dirangkum melalui pembahasan yang membahas tentang 

perencanaan, anggaran, pengadaan baran dan jasa, pelaporan, realisasi 

anggaran serta pertanggungjawaban.  

 
2.1.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja suatu perusahaan tersebut. (Wikipedia, 2020). 

Dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan/instansi tidak dibuat secara 

langsung, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan yang telah 

berlaku agar laporan keuangan mudah dipahami dan dimengerti.  
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Laporan keuangan merupakan hal penting dan sudah menjadi kewajiban 

setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan 

perusahaan/instansinya pada suatu periode yang telah ditentukan.  

Menurut Kasmir (2016: 7) dalam pengertian yang sederhana, laporan 

keuangan adalah: laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

Dalam laporan keuangan pada saat ini yaitu berkaitan kondisi terkini suatu 

perusahaan/instansi tersebut untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan/instansi selama periode tertentu. Periode laporan keuangan, dibuat 

tiga bulan, atau enam bulan sehingga dengan adanya laporan keuangan, 

perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan terkini dengan menganalisis 

laporan keuangan tersebut. 

Laporan keuangan salah satu sumber informasi serta dokumen penting 

yang digunakan oleh pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan 

keputusan.  Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

berkaitan mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh 

entitas pelaporan keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

memiliki peranan penting dalam mengetahui nilai suatu dumber daya ekonomi 

untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efesiensi 

suatu entitas pelaporan keuangan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Menurut Sarwenda  Biduri (2018: 96) mengatakan bahwa: “Hasil dari 

proses akuntansi yang penting dapat digunakan untuk pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan yaitu dapat 
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mendefinisikan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen sebuah 

perusahaan dalam kondisi yang baik maupun sebaliknya”. 

Menurut Kominte Standar Akuntansi Pemerintah dalam buku Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, entitas 

pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya apa saja 

yang telah dilakukan serta hasil yang di capai dalam pelaksanaan yang 

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Laporan keuangan yang disajikan harus secara terbuka dan jujur dalam 

memberikan informasi keuangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya 

kepada publik dalam hal pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam 

pengelolaan laporan keuangan. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam laporan keuangan pertanggungjawban mengenai 

integritas keuangan, menyajikan dan melaporkan dalam mengungkapkan 

berbagai aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam hak 

dan kewenangan tersebut. 

3. Manajemen 

a. Adanya perusahaan yang sehat seperti dalam perusahaan membagi 

tugas dengan jelas dan pertanggung jawaban yang dilakukan. 

b. Sistem yang memadai seperti uang, pencatatan akuntansi yang 

dilakukan dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. 

c. Mendukung perencanaan, dimana anggaran merupakan pengendalian 

yang sesuai apabila didukung dari berbagai pihak. 

4. Evaluasi Kinerja 
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Evaluasi kinerja merupakan salah satu tujuan dalam pembuatan laporan 

keuangan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk perkembangan laporan 

keuangan secara bertahap. 

5. Keseimbangan Antargernerasi 

Dalam keseimbangan antargenarasi dapat membantu pengguna laporan 

keuangan mengenai pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada 

periode laporan yang diasumsikan apakah dapat menanggung beban 

pengeluaran tersebut   

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menurut Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan 2019, paragraph 18 mengatakan bahwa: “Informasi yang disajikan 

dalam pelaporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari semua kelompok pengguna, agar komponen laporan yang 

disajikan terkait dengan jenis laporan dan elemen-elemen informasi yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan”. 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan seuatu perusahaan, baik pada waktu tertentu maupun pada periode 

tertentu. Laporan keuangn disusun secara semaksimal mungkin sesuai 

kebutuhan perusahaan/instansi.  

Tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan untuk memberikan informasi 

terutama yang bersifat keuangan pada pihak yang berkepentingan dalam rangka 

pengambilan sebuah keputusan, terutama keputusan investasi dan kredit. 

(Rusmanto, 2006) 

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan 

menurut Kasmir (2016: 10), sebagai berikut: 
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 
perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 
dimilki perusahaan pada saat ini; 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 
pada periode tertentu; 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 
perusahaan dalam periode tertentu; 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 
aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 

6. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam 
suatu periode; 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan (CALK). 
8. Informasi keuangan lainnya. 

 

Jadi, dengan adanya informasi tentang berbagai tujuan pelaporan 

keuangan suatu perusahaan, maka dapat diketahui kondisi keuangan 

perusahaan secara menyeluruh, transparan dan harus dimengerti dan dipahami 

tentang kinerja keuangan perusahaan saat ini. 

 
2.1.6 PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 diatur kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) 

No. 1 yang bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019: 42) mengatakan bahwa:  

Pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar 
muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos 
lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan 
keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti 
oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. 

 

Laporan keuangan yang disajikan yaitu basis akrual dalam pengakuan 

pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019: 34): “entitas 

pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan 

dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan 

beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas”. 

Menurut Kasmir (2016: 6), mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan 

secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini 

sesuai dengan fungsi manajer keuangan, sebagai berikut: (1)merencanakan, 

(2)mencari, (3)memanfaatkan dana-dana perusahaan; dan (4)Memaksimalkan 

nilai perusahaan. 

Dari keempat fungsi manajer keuangan diatas dapat diketahui bahwa 

seorang manajer harus merencanakan, mencari sumber dana dan membuat 

keputusan tentang sumber dana dan mampu menggunakan atau 

mengalokasikan dana secara tepat dan benar. 

Menurut Halim & Kusufi dalam buki Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi 

Sektor Publik, mengatakan bahwa: “PSAP Nomor 01 berperan penting bagi 

penyusun laporan keuangan mengenai laporan keuangan apa saja yang 

seharusnya mereka buat, bagaimana formatnya serta bagaimana periode 

pelaporannya”. 

 
2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan adalah tindakan normative 

yang perlu dinyatakan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat sesuai 

dengan tujuan laporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

2019:14). 
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Karakteristik kualitatif laporan keuangran sebagaimana dinyatakan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, sebagai berikut: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evalusai mereka di 

masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat 

dihubungankan dengan penggunaannya, sebagai berikut: (a) memiliki 

manfaat umpan balik, (b) memiliki manfaat prediktif, (c) tepat waktu, dan (4) 

lengkap. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, meyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

(a) penyajian yang jujur, (b) dapat diverifikasi, dan (c) netralitas. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari 
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tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 

entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi lenih baik daripada 

kenijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 

untuk memperlajari informasi yang dimaksud. 

 
2.1.8 Komponen Laporan Keuangan  

Komponen-kompone yang ada dalam laporan keuangan terdiri dari laporan 

finansial dan laporan pelaksanaan anggaran, sehingga adapun komponen 

laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran (LRA) memberikan informasi terkait realisasi dan 

anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur yang 

mencakup: 

a. Pendapatan – LRA 

b. Belanja 

c. Transfer 

d. Pembiayaan 
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menyajikan informasi 

kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan pelaporan yang dinyatakan oleh 

asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Asset memberikan 

sumber daya yang cukup yang dimiliki oleh pemerintah pusah maupun 

daerah yang mencakup asset tetap, asset lancer dan asset lainnya. 

Kewajiban yaitu utang yang harus dibayar dimasa yang akan datang dari 

peristiwa masa lalu. Sedangkan ekuitas yaitu kekayanan bersih pemerintah, 

dari asset dan kewajiban. 

4. Laporan Operasional 

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai kegiatan 

operasional keuangan. Laporan operasional menyajian pos-pos sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan – LO 

b. Beban 

c. Transfer 

d. Pos luar biasa 

5. Laporan Arus Kas 

Adapun unsur dari laporan arus kas yaitu pengeluaran kas dan penerimaan 

kas. Pengeluaran kas dan penerimaan seperti yang berkaitan dengan 

barang atau jasa dalam kejadian-kejadian distribusi dengan melakukan 

pengumpulan pembayaran. 
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6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/ Defisit – LO 

c. RK PPKD (rencana kerja pejabat pengelolaan keuangan daerah) 

d. Ekuitas Akhir 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Hal-hal yang disajikan catatan atas laporan keuangan (CaLK), sebagai 

berikut: 

a. Memberikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 

ekuitas. 

b. Memberikan informasi kebijakan fiskal dan ekonomi makro 

c. Memberikan informasi pencapaian target keuangan selama satu tahun 

pelaporan serta hambatanyang dihadapi dalam pencapaian target 

tersebut. 

d. Memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

untuk diterapkan. 

e. Memberikan informasi penjelasan dan rincian pos-pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan. 

f. Memberikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan. 

g. Memberikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
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Komponen-komponen laporan keuangan tersebut yang disajikan oleh 

setiap entitas pelaporan, kecuali:  

1. Laporan Arus Kas, hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 2 fungsi 

perbendaharaan umum. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, hanya disajikan oleh Bendahara 

Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan. 

Adapun perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24 Tahun 2005 

dengan PP 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.2 

 

 

 

 

Tabel 2.2  

Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP Nomor 24 Tahun 2005 

dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 

PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010 

Komponen Laporan Keuangan 
Pokok: 

1. Neraca 
2. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas LaporanKeuangan 

(CaLK) 
Komponen Laporan Keuangan 
bersifat Optional: 

1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 
2. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE). 
 

Komponen Laporan Keuangan 
Pokok: 
1. Laporan Anggaran 

a. Laporan Realisasi Anggran 
(LRA)Laporan  

b. Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih (SAL) 

2. Laporan Finansial 
a. Neraca  
b. Laporan Operasional (LO) 
c. Laporan Arus Kas (LAK) 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) 
3. Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24 Tahun 2005 

(PP No. 71 Tahun 2010): (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) laporan Perubahan Ekuitas. 

 
2.2 Penelitian Terdahulu 
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Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki berbagai pendapat 

yang mengangkat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut: 

1. Amelia Tirta Yuningsih (2018) Evaluasi Penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 

Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan 

Politeknik Kesehatan Makassar. Dalam penelitian ini digunakan 

pendekatan interprentif dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menginterpretasi sejauh mana kesiapan instansi pemerintah menuju 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini, dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban 

dalam laporan keuangan di Poltekkes Makassar menggunakan sistem 

akrual basis dimana kewajiban diakui pada saat dana pinjaman atau 

anggaran diterima. 

2. Sinta Putri Utami (2019) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan 

Umum Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang mempelajari sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa RSUD Wonosari belum 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan 

keuangan tahun 2018 karena ada beberapa kendala yang dialami sehingga 

belum diterapkan PSAP tersebut. 

3. M. Och Fajar Arif Trianto (2018) Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Dalam Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu pengungkapan laporan keuangan sesuai 

dengan SAP harus mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah: 

Apakah penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah sesuai berdasarkan PP 

Nomor 71 Tahun 2010? 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng 

Metode Analisis: Kualitatif deskriptif-komparatif 

Kesimpulan 

Rekomendasi 

Penyajian Laporan Keuangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan yaitu pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang berlokasi di Jalan 

Salotungo Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi 

Selatan 90812. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 sampai 

dengan 26 Februari 2021. 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang disajikan dalam 

bentuk rangkaian kata-kata untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 

2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang 

diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data dan memilih inti-inti yang terpenting 

dan membuat sebuah kesimpulan.  

3.2.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu berupa laporan keuangan 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tahun buku 2020. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara 

langsung yang dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara 

dengan pegawai intansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sub bagian 
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keuangan sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipercaya sesuai 

kebenarannya. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari Intansi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng seperti gambaran umum 

instansi, visi dan misi, sejarah singkat instansi dan lain-lain.  

Sumber data yang diperoleh tidak hanya mengumpulkan data tetapi harus 

menganalisis setiap data yang berasal dari permasalahan yang diteliti oleh 

peneliti agar informasi yang diperoleh mendukung hasil penelitian peneliti. 

Untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti membutuhkan teknik 

dalam pengumpulan data tersebut. Pengumpulan data merupakan salah satu 

tahapan untuk melakukan sebuah penelitian, dimana pengumpulan data tidak 

hanya sekedar mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen tetapi harus 

menganalisanya kedalam teori-teori agar data tersbut mudah di pahami.  

 
3.3 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan 

sebuah penelitian, karena mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan 

sebuah data untuk hasil penelitian yang sebenarnya. Menurut Sugiyono 

(2015:225), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang bekerja berdasarkan 

sebuah data tentang fakta yang mengenai dunia nyata.  

Metode yang dilakukan oleh peliti dengan cara observasi yaitu peneliti 

terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 
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yang digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mengetahui 

bagaimana penyajian laporan keuangan pada instansi pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 sehingga data yang diperoleh mendekati kebenaran dan 

membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi 

di lingkungan instansi..   

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai 

pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan seputar penyajian laporan 

keuangan sehingga peniliti dapat mengetahui secara pasti informasi yang 

lebih akurat dari hasil wawancara dan menggabungkannya dengan hasil 

observasi agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi.  

3. Dokumentasi 

Hasil penelitian dari metode observasi dan wawancara akan lebih kuat dan 

dapat dipercaya apabila adanya dokumen-dokumen sebagai pelengkap baik 

berbentuk gambar maupun tulisan. Dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini seperti laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan 

realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), catatan atas laporan 

keuangan (CaLK) dan dokumen-dokumen lain sebagai pendukung dari 

bagian penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng. 

 
3.4 Metode analisis 

Menurut Sugiyono (2019: 319) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif 

adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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observasi dan dokumentasi, dengan cara menggabungkan data kedalam sebuah 

kategori lalu menjabarkannya ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kualitatif deskriptif-komparatif. Metode analisis komparatif dalam penelitian ini 

yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tahapan analisis data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian yang berhubungan 

dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010. 

2. Mengumpulkan informasi seperti data-data dan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dari para informan dan mengelolanya sehingga dapat menarik 

kesimpulan dari hasil wawancara apakah penyajian laporan keuangan telah 

sesuai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.  

3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyajian laporan 

keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.  

4. Menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu membuat 

kesimpulan dari data tersebut sehingga mudah dipahami. 

 
3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penyataan yang memuat batasan tentang 

pengertian dari teori-teori atau variable-variabel operasional yang diperlukan 

sebagai tolak ukur yang digunakan dalam penelitian tesebut. 

1. Standar akuntansi pemerintah menjadi referensi dalam penyajian laporan 

keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dalam 
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menyusun sebuah laporan keuangan pengguna dapat mengetahui informasi 

yang disajikan dengan baik dan jelas.  

2. Laporan keuangan adalah sumber informasi penting yang digunakan oleh 

pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi. 

3. Penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAK Nomor 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Adapun variable penyajian laporan keuangan dapat diukur dengan: 

a. Laporan keuangan disediakan dengan basis akrual 

b. Informasi yang didapatkan berguna dalam pengambilan sebuah 

keputusan. 

c. Penyajian laporan keuangan disajikan secara lengkap berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dimaksudkan dapat menyediakan informasi bagi pengguna mengenai posisi 

laporan keuangan dan transaksi yang telah dilakukan selama satu periode 

akuntansi. Penyusunan laporan keuangan sangat penting dilakukan oleh instansi 

maupun perusahaan karena merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan 

dalam memaparkan hasil yang dicapai selama satu periode akuntansi tersebut.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Soppeng, merupakan 

instansi pemerintahan yang bertanggung jawab terkait semua hal yang berkaitan 

dengan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

mempunyai tugas yaitu melakukan pelaksanaan pada urusan pemerintahan 

Kabupaten Soppeng pada bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan 

tugas yang diberikan, serta melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

pendidikan yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas masing-masing 

bidang. 

Dengan adanya Instansi dinas pendidikan, pemerintah daerah pada bidang 

pendidikan melaksanakan tugas pada wilayah/kabupaten kerja, tugas yang terdiri 

dari dibantukan dalam urusan pendudukan, penyusunan strategi, perumusan 

kebijakan Pendidikan, menyusun program pendidikan, pengawasan, hingga 

menyediakan pelayanan konteks edukasi. Dinas Pendidikan melakukan 

wewenang dalam pembinaan dan meberikan izin kepada sekolah dari taman 

kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan 

sekolah menengah atas (SMA) 

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Soppeng berlokasi di Jalan 

Salotungo, Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, 90812, yang berada kurang 

lebih 3 kilometer sebelah timur Kota Kabupaten Soppeng. 
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4.1.1 Sejarah Singkat Instansi 

Dinas pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian dalam 

pemerintahan di Indonesia yang mengkoordinasikan urusan pada bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, 

dan Pendidikan Masyarakat dan Pengelolaan Kebudayaan. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan berada dalam tanggung jawab kepada presiden 

yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. 

Pada tahun 1988, Indonesia mengalami kendala dalam bidang politik serta 

ekonomi. Sebelum diberlakukannya UU No.25 dan UU No.32 tahun 2001 tentang 

otonomi daerah pengolahan pendidikan di tingkat kabupaten di tangani oleh 2 

lembaga. Yakni kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng di singkat Kandep Dikbud dan Dinas Pendidikan. Kandep Dikbud 

sifatnya vertikal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Dinas 

Pendidikan di bawahi oleh Departemen dalam negeri. Dinas Pendidikan 

Kabupaten hanya menangani tenaga Pendidikan dan tenaga Kependidikan untuk 

sekolah Dasar dan TK, sedangkan Kandep Dikbud Kabupaten menangani teknis 

dan managemen Pendidikan tingkat Kabupaten adapun urusan Kepegawaian 

mulai SLTP dan SLTA langsung di kantor wilayah provinsi untuk tingkat 

kecamatan di kelola oleh Kancam Dikbud. 

Setelah UU otonomi daerah tahun 2001 berlaku, maka ke dua lembaga 

tersebut di gabung dengan nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

Untuk tingkat Kecamatan berubah menjadi UPTD Dinas Pendidikan sedangkan 

urusan Kebudayaan di pertanggungjawabkan kepada Dinas Pariwisata. 

Pada tahun 2018 nama kelembagaan di ubah menjadi Dinas Pendidikan 

Kabupaten Soppeng yang di tetapkan dalam peraturan Bupati Soppeng Nomor 
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45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 

tata kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. 

Pada tahun 2019 nama instansi kembali di ubah menjadi Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang di tetapkan pada peraturan Bupati 

Soppeng Nomor 33 Tahun 2019. 

 
4.1.2 Visi dan Misi Instansi 

Visi  : “Merata Dalam Mutu, Berdaya Saing Yang Dilandasi Iman Dan 

Taqwa, Berbudaya”.  

Misi : 

1. Mewujudkan aksebilitas edukasi keseluruh masyarakat, mudah dijangkau, 

tidak mendiskriminasi, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh 

masyarakat. 

2. Mewujudkan nilai dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta 

memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. 

 
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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4.1.4 Uraian Tugas 

Adapun uraian tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng yaitu: 

1. Kepala Dinas 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam membantu Bupati untuk 

memimpin dan menyelenggarakan pada permasalahan kependidikan dan 

kebudayaan pada Kabupaten Soppeng berdasarkan dengan kewenangan 

dan ketetapan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sekretariat 

Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

memiliki tanggungjawab dalam bertugas yaitu membantu Kepala Dinas 

dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang ada dalam lingkup 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Sekretaris 

menangui tiga subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng, sebagai berikut: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yaitu untuk 

membantu sekretariat dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dan 

mengelola serta melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk 

membantu sekretaris dalam urusan merencanaan dan melaporkan dan 
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mengelola administrasi perencanaan berdasarkan dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Subbagian Keuangan 

Subbagian keuangan bertugas untuk membantu sekretariat dalam 

melakukan pelaporan keuangan yang terkait dengan anggaran, 

perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi sebuah data. 

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

Pada bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 

terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) seksi kurukulum dan penilaian, (2) seksi 

kelembagaan dan sarana prasarana, (3) seksi peserta didik dan 

pembangunan karakter. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas 

dalam membantu Kepala Dinas terkait dengan pembinaan PAUD dan 

pendidikan nonformal. 

4. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar 

Pada bidang pembinaan dan pendidikan dasar terdiri dari tiga bagian yaitu: 

(1) seksi kurikulum dan penilaian, (2) seksi kelembagaan dan sarana 

prasarana, (3) seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang 

pembinaan dan pendidikan dasar dipimpin oleh kepala bidang yang 

mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas terkait dengan pembinaan 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

5. Bidang Kebudayaan 

Pada bidang kebudayaan terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) seksi cagar 

budaya dan museum, (2) seksi sejarah dan tradisi, (3) seksi kesenian. 

Bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang dalam membantu Kepala 



44 
 

 

Dinas mengenai urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang 

kebudayaan. 

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pada bagian pembinaan dan ketenagaan dapat dibagi menjadi tiga poin 

yaitu: (1) seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan 

nonformal, (2) seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, (3) 

seksi tenaga kebudayaan. Bidang pembinaan ketenagaan dipimpin oleh 

kepala bidang dalam membantu Kepala Dinas mengenai urusan pemerintah 

daerah yang berkaitan dengan pembinaan PTK PAUD, SD, SMP dan 

pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan. 

 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Penjelasan Gambaran Umum Penyajian Laporan Keuangan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

 
Dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng untuk penerapan perlakuan akuntansi Dinas Pendidikan 

dan kebudayaan yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah. Adapun sistem prosedur 

Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan Bupati Soppeng Nomor 

36/Perbup/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
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Pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pertama 

kali diterapkan. Diterapkannya PP 71 Tahun 2010 secara bertahap hingga bisa 

diterapkan sepenuhnya oleh intansi pemerintahan. 

Pada laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari tujuh komponen laporan keuangan yang terdiri 

dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan 

Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). Sedangkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya menyajikan lima komoponen laporan 

keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan 

Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK).  

Berdasarkan pernyataan dari pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Soppeng, Ibu Nuryani pada tanggal 26 Februari 2021: 

“iya betul, komponen laporan keuangan sudah sesuai dengan PP 71 
tersebut. Komponen pelaporan keuangan yang disediakan terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran atau LRA, Laporan Operasional, Neraca, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Karena itu komponen yang mengacu pada 
SAP”. 

  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tidak menyajikan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas. Hal 

tersebut juga dibenarkan oleh Kapala Subbagian Keuangan, Ibu Hasnah pada 

tanggal 26 Februari 2021: 

“iya nak, kita disini hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan 
berdasarkan PP 71 Tahun 2010. Untuk Saldo Anggaran Lebih dengan Laporan 
Arus Kas bukan kita yang urus, itu tanggungjawab dari kabupaten atau 
bendahara umum daerah, karena kita disini hanya membuat LRA, neraca, LO, 
LPE dan CaLK”. 
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Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, ada beberapa kendala 

yang dihadapi oleh pengelolaan keuangan. Seperti yang dikatakan Ibu Nuryani 

pada tanggal 26 Februari 2021: 

“untuk kendalnya pasti pernah dialami dek seperti kurangnya bimtek, 
terbatasnya juga pengelolaan keuangan semacam sdm kurang, skill juga. seperti 
saya, saya kan bukan berasal dari jurusan akuntansi tapi ditempatkan dibidang 
akuntansi, tapi Alhamdulillah seiiring berjalannya waktu, saya bisa lakukan 
semua ini sendiri dan bisa tepat waktu dalam pengerjaan”. 

 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala subbagian keuangan, Ibu 

Hasnah pada tanggal 26 Februari 2021: 

“pegawai subbagian keuanagn memang ada beberapa, semua pegawai 
terlibat dalam pengelolaan keuangan tapi beda-beda tugasnya, ada yang 
verifikasi setiap sekolah, ada yang memeriksa karena harus diteliti satu-satu 
apalagi kalau anggaran sekolah. selama ini untuk penyusunan laporan keuangan 
dilakukan oleh Ibu Yani, tapi sekarang Ibu Yani juga sudah dibantu oleh pegawai 
yang baru terangkat jadi PNS”. 

 
Dasar akuntansi yang menjadi fondasi bagi pelaporan keuangan pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan basis 

akrual dan basis kas.  Basis akrual pergunakan dalam neraca dan Laporan 

Operasional (LO), dimana basis akuntansi ini mengakui dampak sebuah 

transaksi dan peristiwa lain ketika hal tersebut terjadi dan tidak melihat saat kas 

atau sama dalam hal kuantiti kas yang didapatkan atau didanai. Sedangkan 

basis kas yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana akuntansi 

membenarkan adanya dampak dari proses jual beli serta faktor-faktor lain pada 

saat kas atau hal yang memiliki nilai jual sama dengan kas didapatkan ataupun 

dilunasi. 

Fondasi akrual yang diberlakukan pada pelaporan keuangan untuk 

pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dan basis kas 

untuk pendapatan LRA dan belanja. 
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Laporan Operasional yang memberlakukan dasar akrual dapat diartikan 

sebagai pendapat yang dibenarkan adanya Ketika hak untuk memperoleh 

pemasukan telah dipenuhi, walaupun kas masih berada dalam kondisi belum 

terpenuhi pada kas daerah dan beban-pun telah terakui disaat kewajiban 

mengalami penurunan nilai kekayaan bersih yang sebelumnya telah dipenuhi 

meskipun kas tersebut masih berada pada kas daerah. 

Dalam perihal anggaran dilaksanakan dan disusun menurut basis kas, 

dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibuat berdasarkan basis kas yang 

dapat diartikan sebagai penerimaan pembiayaan serta pendapatan telah diakui 

pada saat kas diterima oleh kas daerah berserta belanja, tranfer dan 

pengeluaran pembiayaan yang diakui pada saat kas tersebut masih tersimpan 

pada kas daerah. 

Basis akrual untuk neraca yang mencakup kekayaan, hal yang wajib 

dilaksanakan, serta ekuitas dibenarkan adanya dan didata Ketika proses 

transaksi  yang berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah daerah bukan 

pada saat kas tersebut diterima atau dibayar oleh kas daerah. 

Dari hasil penelitian di atas dikemukanan bahwa Pengadaan Laporan 

Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah 

mengikuti ketetapan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 karena memang benar adanya telah berada dalam kondisi sesuai jika 

berpatokan pada item-item yang diterapkan pada laporan keuangan yang 

meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keungan. 

Sedangkan, untuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas tidak 

dimasukkan kedalam item-item laporan keuangan tersebut karena untuk saldo 



48 
 

 

dana telah disajikan dengan modul yang lebih maksimal dari pihak pengelola 

bagian keuangan, begitupula dengan laporan arus kas semua aliran kas yang 

memasuki instansi dan semua aliran kas yang keluar disajikan oleh pengelola 

keuangan daerah. 

 
4.2.2 Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 
 

1. Laporan Realisai Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan Pendapatan, Belanja, dan 

Surplus/Defisit. Laporan realisasi anggaran yang diberlakukan berbasis Kas 

dalam pengakuan semua proses pertukaran materi pada waktu terjadinya proses 

pemasukan dan keluarnya dana kas. 

Adapun struktur LRA diuraikan sebagai berikut: 

Realisasi   Pendapatan   per   31   Desember   Tahun   2020    sebesar 

Rp1.016.000.00. Sedangkan, realisasi belanja Per 31 Desember Tahun 

Anggaran 2020 ialah sebesar Rp366.490.912.560.07 yang terdiri dari: 

a. Belanja operasi sebesar Rp307.795.787.828.00 

b. Belanja modal sebesar Rp50.073.762.353.00 

Surplus/defisit Tahun 2020 merupakan fakta yang membandingkan antara 

diwujudkannya pendapatan daerah yang dikurangkan dengan Realisasi Belanja, 

dengan rincian yang terdiri dari: 

a. Jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.016.000.00 

b. Jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp357.869.550.181.00 

c. Surplus/Defisit sebesar (Rp357.869.550.181.00) 

Dalam hal ini, pencatatan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA)  
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dibuat dengan mendasari data pendapatan dan juga pembiayaan yang telah 

dibenarkan pada saat kas diterima Rekening Kas Umum baik Negara maupun 

Daerah. Realisasi pendapatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng sebesar Rp1.016.000.00 yang berasal berasal dari retribusi. 

Sedangkan belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara 

umum daerah untuk pembelanjaan dimana jumlah yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Belanja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 dianggrakan 

sebesar Rp366.490.912.560.07 dan terealisasi sebesar Rp357.869.550.181.00 

atau mencapai 97.65% yang berasal dari Belanja Operasi (pengeluaran yang 

berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, dan pengeluaran dana dalam hal 

barang dan jasa), Belanja Modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja 

modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja 

modal dana bos). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item 

pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya menyediakan pendapatan dan 

belanja dimana pendapatan dan belanaja tersebut menggunakan basis kas. 

Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

disusun menggunakan basis kas yang berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah berserta 
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belanja, tranfer dan pengeluaran pembiayaan yang diakui pada saat kas tersebut 

dikeluarkan dari kas daerah. 

 

 

2. Neraca 

Neraca memiliki peran untuk memberi gambaran akan posisi laporan 

keuangan yang dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yakni posisi aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Neraca merupakan kewajaran keuangan yang 

dinyatakan oleh entitas melalui laporan keuangan. 

Neraca yang disajikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan 

gambaran posisi keuangan per 31 Desember 2020, dimana hal tersebut dibagi 

lagi menjadi beberapa poin, terdiri dari aset dengan total jumlah 

Rp361.546.583.589.12, kewajiban sebesar Rp83.067.406.00. 

a. Jumlah aset sebesar Rp361.546.583.589.12 yang terdiri dari: 

1) Aset lancar sebesar Rp3.731.529.453.40 

2) Aset tetap sebesar Rp355.188.884.127.86 

3) Aset lainnya sebesar Rp2.626.173.007.86 

b. Jumlah kewajiban sebesar Rp83.067.406.00 

c. Ekuitas sebesar Rp361.463.519.183.12 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, dalam hal ini laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan 

berupa aset, kewajiban dan ekuitas meliputi: 

a. Aset 

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, aset 

didevinisikan sebagai satu dari sekian banyak sumber daya ekonomi yang 
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tergolong sebagai hal miliki. Oleh karena itu, aset diharapkan dapat berupa 

satuan uang yang dikategorikan dalam sumber daya yang bersifat non-finansial 

dan berbagai sumber daya lainnya yang berada dalam naungan sebab  adanya 

kontribusi bernilai sejarah dan budaya.  

Jumlah aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppengper 

31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp361.546.586.589.12 dan 

Rp332.184.936.132.06 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp29.361.650.457.06. Adapun nilai masing-masing aset-aset yang dimaksud 

dapat dilihat lebih detil pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Rincian Aset 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Aset Lancar Rp     3.731.529.453.40 Rp     3.704.909.210.06 

Aset Tetap Rp 355.188.884.127.86 Rp 325.726.598.695.82 

Aset Lainnya Rp     2.626.173.007.86 Rp     2.753.428.226.18 

Jumlah Rp 361.546.586.589.12 Rp 332.184.936.132.06 

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020) 

 

Dari tabel diatas, diuraikan dalam akun-akun dibawah ini: 

1) Aset Lancar 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset lancar 

diklarifikasi dengan berpatokan pada tingkat likuiditasnya karena 

diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan setelah 

tanggal neraca.  

Aset lancar per 31 Desember 2020 dengan nominal rupiah sebesar Rp 

3.731.529.453.40 dan tahun 2019 sebesar Rp3.704.909.210.06 atau 

mengalami kenaikan sebesar Rp 26.620.243.34. Aset lancar mencakup 

kas dan setara kas, penginvestasian yang dilakukan dalam kurun waktu 
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singkat, piutang, dan ketersediaan materi. Aset lancar telah dijabarkan 

pada tabel 4.2 seperti yang telah diuraikan dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.2 
Rincian Aset Lancar 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Kas dan Setara Kas Rp     3.711.601.845.40 Rp  3.704.909.210.06 

Piutang Pendapatan Rp                          0.00 Rp       19.345.567.00 

Penyisihan Piutang Rp                          0.00 Rp            (96.727.84) 

Beban Dibayar Dimuka Rp            6.663.708.00 Rp         5.182.707.50 

Persediaan Rp          13.263.900.00 Rp       11.504.950.00 

Jumlah Rp    3.731.529.453.40 Rp  3.704.909.210.06 

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020) 

 
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa: 

Kas serta segala hal yang bisa dikatakan memiliki nilai yang sama 

berasal dari kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya, dan dana BOS. 

Kas dan Setara Kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.771.601.845.40 dan Tahun 

2019 sebesar Rp3.668.972.713.40 atau mengalami kenaikan 

Rp42.629.132.00.  

Piutang pendapatan bersumber dari piutang sah lainnya yang 

bersumber pada piutang pengembalian dana bos. Piutang pendapatan per 

31 Desember 2020 dengan nilai Rp0.00 dan Tahun 2019  Rp19.345.567.00 

atau mengalami penurunan sebesar (Rp19.345.567.00). 

Penyisihan piutang bersumber dari piutang lainnya. Penyisihan piutang 

per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan Tahun 2019 sebesar 

(Rp96.727.84). 
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Beban dilunasi didepan per 31 Desember 2020 dengan nilai 

Rp6.663.708.00 kemudian pada Tahun 2019 sebesar Rp5.182.707.50 atau 

mengalami kenaikan sebesar Rp1.481.000.00. Beban dibayar dimuka telah 

diakui beban pada Laporan Operasional. 

Saldo persediaan didukung dalam sebuah kegiatan operasional Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mempunyai sifat yang 

habis pakai dan diperoleh yang dijelaskan untuk dijual/diserahkan kepada 

publik/masyarakat. Rincian persediaan didapatkan dari persediaan bahan 

pakai yang telah dipergunakan hingga tak tersisa serta ketersediaan 

barang lainnya. Persediaan bahan habis pakai tersebut mencakup 

persediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.263.900.00 dan Tahun 

2019 sebesar Rp11.504.950.00 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp1.758.950.00.  

2) Aset Tetap 

Berbicara mengenai Aset tetap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng  per 31 Desember 2020 telah terdata memiliki nilai 

sebesar Rp355.188.884.127.86 dan Tahun 2019 sebesar 

Rp325.726.598.695.82 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp29.462.285.432.04 yang merupakan nilai netto tetap setalah 

dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar 

(Rp159.137.792.094.58). 

Adapun rincian aset tetap per 31 desember 2020 diuraikan antara lain: 

Tabel 4.3 
Rincian Aset Tetap 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 
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Tanah Rp    83.673.431.016.24 Rp    83.668.676.216.24 

Peralatan dan Mesin Rp    73.015.974.111.97 Rp    48.535.444.504.97 

Gedung dan Bangunan Rp  349.127.864.011.58 Rp  325.004.083.633.58 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp         526.526.110.00 Rp         496.949.610.00 

Aset Tetap Lainnya Rp      7.982.880.972.65 Rp      7.946.668.772.65 

Konstruksi dan 

Pengerjaan 

Rp                           0.00 Rp                           0.00 

Akumulasi Penyusutan (Rp159.137.792.094.58) (Rp139.925.224.041.62) 

Jumlah Rp  355.188.884.127.86 Rp  325.726.598.695.82 

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020) 

 
Selama tahun 2020 aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengalami mutasi karena adanya 

penambahan, pengurangan, dan penyusutan dalam aset tetap. 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa: 

a) Tanah pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp-

83.188.884.127.86 dan 2019 sebesar Rp83.668.676.216.24 atau 

mengalami kenaikan sebesar Rp4.754.800.00 dengan rincian tanah 

yang terdiri dari tanah yang dipergunakan dalam pembuatan gedung 

serta tanah yang diberdayakan bukan untuk pembuatan bangunan.  

b) Alat-alat berserta perlengkapan mekanik pada Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.015.974.111.97 

dan 2019 sebesar Rp48.535.444.504.97 atau mengalami kenaikan 

sebesar Rp24.480.529.607.00 yang terdiri dari beberapa rincian 

diantaranya adalah peralatan support atau bantu, angkutan darat 

bertenaga motoric maupun yang tidak, alat mekanisasi bengkel 

manual, alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, alat yang 

dibergunakan dalam hal pengolahan, berbagai macam utility yang 

diberdayakan untuk menjaga kesuburan tanaman atau alat 
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maintenance, peralatan yang digunakan pada gedung perkantoran, 

alat domestic yang biasa ditemui pada keseharain rumah tangga, 

computer, furniture-furnitur seperti meja dan juga kursi para pejabat, 

alat studio, alat yang menyokong dan dan mengadakan sistem 

komunikasi, alat pemancar, alat yang berkontribusi dalam bidang 

kedokteran, alat kesehatan, beberapa peralatan yang dikhususkan 

pada labolatorium, dan yang terakhir ialah segala macam equipment 

yang dipergunakan dalam pelaksanaan praktik beserta alat-alat 

peraga. 

c) Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Soppeng untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp349.127.864.011.58 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp325.004.083.633.58 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp24.123.780.378.00. Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan 

Gedung tempat kerja, bangunan Gedung tempat tinggal, bangunan 

bersejarah, monument/bangunan bersejarah. 

d) Jalan berupa aspal, sistem irigasi serta Jaringan internal maupun 

eksternal yang berada dalam kuasa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp526.526.110.00 dan 

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp496.949.610.00 atau mengalami 

kenaikan sebesar Rp29.576.500.00 dengan rincian yaitu bangunan air 

irigasi, bangunan yang memiliki peran dalam berkembangnya water 

source Bersama dengan ketersediaan air tanah, instansi yang 

menyediakan konsumsi air minum yang sesuai dengan standar 
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Kesehatan yang berlaku, distribusi jaringan tenaga listrik, dan network 

koneksi telepon. 

e) Aset tetap lain yang termasuk dalam hak milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp7.982.880.972.65 dan 2019 sebesar Rp7.946.668.772.65 atau 

mengalami kenaikan sebesar Rp36.212.200.00 dengan rincian yaitu 

buku, barang bercorak kebudayaan, barang-barang perpustakaan, alat 

olahraga lainnya, aset tetap renovasi. 

f) Konstruksi dan pengerjaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan 2019 sebesar 

Rp0.00. 

g) Akumulasi penyusutan merupakan aset tetap yang pada suatu waktu 

dapat mengalami perubahan kedudukan semisal menyusut pada 

periode kapasitas yang telah memiliki kesangkutpautan. Jika daya 

tampung sebuah aset pada hakekatnya akan terus dan terus 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh dipergunakannya hal 

tersebut dalam biaya operasional Pemerintahan, dikarenakan hal 

tersebut.. aset tetap yang dimaksud tentu saja jumlahnya akan turun. 

per 31 Desember 2020 sebesar (Rp159.137.792.094.58) dan 2019 

sebesar (Rp139.925.224.041.62). Adapun rincian akumulasi 

penyusutan dijabarkan seperti yang telah tertera pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Rincian Akumulasi Penyusutan 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin  

(Rp49.346.769.296.16) (Rp40.436.238.455.31) 

Akumulasi Penyusutan (Rp106.870.387.584.84) (Rp96.889.381.239.87) 
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Gedung dan Bangunan 

Akumulasi Penyusutan 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

(Rp149.760.040.48) (Rp133.901.765.84) 

Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap Lainnya 

(Rp2.770.875.173.10) (Rp2.465.702.580.60) 

Jumlah (Rp159.137.792.094.58) (Rp139.925.224.041.62) 

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020) 

 

3) Aset Lainnya 

Aset lainnya, secara harfiah tidak memiliki karakteristik untuk dapat 

digolongkan dan dilabeli sebagai aset tetap. Aset lainnya per 31 Desember 

2020 sebesar Rp2.626.173.007.86 dan 2019 sebesar Rp2.753.428.226.18 

atau mengalami penurunan sebesar (Rp127.255.218.32). 

Tabel 4.5 
Rincian Aset Lainnya 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Aset Tidak Berwujud  Rp                        0.00 Rp 10.800.000.00 

Aset Lain-Lain Rp 10.003.758.811.19 Rp 10.003.758.811.19 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Lain 

(Rp 

7.377.585.803.33) 

(Rp 

7.261.130.585.01) 

Jumlah Rp   2.626.173.007.86 Rp   2.753.428.226.18 

(Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng, 2020). 

 

Aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan 2019 

dengan jumlah nominal Rp10.800.000.00. Aset tak berwujud secara dinilai 

dari perolehannya yaitu software dan akumulasi amortisasi aset tidak 

berwujud lainnya. Untuk perhitungan amortisai yang menyajikan nilai nette 

aset, perhitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus yang 

amortisasinya diperhitungkan sebagai beban. 

Aset lain-lain merupakan aset yang telah dihentikan penggunaannya 

secara permanen/total pada kegiatan normal entitas karena rusak berat. 
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Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.003.758.811.19 dan 

2019 sebesar Rp10.003.758.811.19. 

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar 

(Rp7.377.585.803.33) dan 2019 sebesar (Rp7.261.130.585.01). 

b. Kewajiban 

Kewajiban mempunyai dampak transaksi pada masa lalu sehingga timbul 

konsekuensi atau tanggungjawab yang menyebabkan Pemerintah Daerah 

harus membayar dan pelunasannya dapart berujung pada aliran output sumber 

daya yang memiliki nilai ekonomis pada Pemerintah Daerah.  Yang merupakan 

suatu hal wajib diperoleh berasal dari kewajiban dalam kurun waktu yang cukup 

singkat serta yang lama. 

Adapun berbagai macam kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

per 31 Desember 2020 sebesar Rp 83.067.406.00 dan 2019 sebesar Rp 

48.219.552.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 34.847.854.00. 

c. Ekuitas 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih dari selisih antara aset dan kewajiban 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Total ekuitas per 31 Desember 2020 

sebesar Rp361.463.519.183.12 dan 2019 sebesar Rp332.136.716.580.06 atau 

mengalami kenaikan Rp29.326.802.603.06. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat dilihat 

secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan laporan keuangan 

yang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng maka 

Neraca sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71, yang terdiri 

aset, kewajiban dan ekuitas. Yang mana aset lancar terdiri dari kas&setara kas, 

investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap 
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terdiri dari tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, 

aset tetap lainnya, tetapi pada aset tetap terdapat penambahan yaitu akumulasi 

penyusutan karena aset tetap disusutkan selama kapasitas tersebut semakin 

menurun karena adanya kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu 

maka aset tetap tersebutpun menurun. 

3. Laporan Operasional (LO) 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada Laporan Operasional 

(LO) menyajikan pos-pos yaitu pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari 

kegiatan operasi, surplus defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar 

biasa (bila ada), surplus/defisit-LO, penambahan pos-pos.  

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp 1.097.795.000.00 

dan Tahun 2019 sebesar Rp 893.408.120.00  

b. Baban per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp 326.896.460.923.22 dan 

Tahun 2019 sebesar Rp 338.867.779.085.14  

c. Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2020 sebesar 

(Rp325.798.665.923.22) dan Tahun 2019 sebesar (Rp337.974.370.965.14)  

Adapun penjelasan dari akun-akun Laporan Operasional (LO) yang 

disajikan sebagai berikut: 

a. Pendapatan  

Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng per 

31 Desember 2020 sebesar Rp1.097.795.000.00 dan Tahun 2019 sebesar 

Rp893.408.120.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 204.386.880.00.  
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Pendapatan bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 

1.016.000.00 dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp 

1.096.779.000.00. 

Pendapatan tahun 2020 disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Rincian Pendapatan 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Pendapatan Asli Daerah Rp            1.016.000.00 Rp    

16.295.000.00 

Lain-Lain Pendapatan yang 

Sah 

Rp     1.096.779.000.00 Rp  

877.113.120.00 

Jumlah Rp     1.097.795.000.00 Rp 893.408.120.00 

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng, 2020). 

 

Berikut masing-masing uraian akun pendapatan: 

Tabel 4.7 
Rincian Pendapatan Asli Daerah 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Pendapatan Retribusi Daerah Rp       1.016.000.00 Rp    2.476.000.00 

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Rp                     0.00 Rp  13.819.000.00 

Jumlah Rp      1.016.000.00 Rp  16.295.000.00 

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng, 2020) 

Tabel 4.8 
Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Pusat-LO 

Rp 

1.096.779.000.00 

Rp 877.113.120.00 

Jumlah Rp 

1.096.779.000.00  

Rp 877.113.120.00 

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng, 2020) 

 
b. Beban  
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Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp326.896.460.923.22 dan 2019 

sebesar Rp338.867.779.085.14 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 

11.971.318.161.91). Beban Tahun 2020 bersumber dari: 

Tabel 4.9 
Rincian Pendapatan Asli Daerah 

(dalam Rupiah) 

Uraian 31/12/2020 31/12/2019 

Beban Pegawai Rp 269.772.307.643.00 Rp 289.178.075.327.00 

Beban persediaan Rp   10.306.219.927.00 Rp   10.650.623.188.00 

Beban Jasa Rp     9.519.276.519.00 Rp     5.768.282.616.00 

Beban Pemeliharaan Rp     1.851.298.855.50 Rp     1.684.842.856.33 

Beban Perjalan Dinas Rp     1.151.811.200.00 Rp     1.873.752.450.00 

Beban Hibah Rp     9.859.225.000.00 Rp     9.233.000.000.00 

Beban Penyusutan Rp   18.803.223.567.72 Rp    

13.944.641.562.97 

Beban Lain-Lain Rp     5.633.098.211.00 Rp    6. 534.464.357.00 

Jumlah Rp 326.896.460.923.22 Rp 338.867.779.085.14 

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng, 2020). 

 

c. Surplus/defisit LO  

Tahun 2020 sebesar (Rp325.798.665.923.22) dan 2019 sebesar 

(Rp337.974.370.965.14). Surplus defisit merupakan selisih antara Pendapatan 

Operasional dan Beban Operasional Tahun 2020. 

d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2020 sebesar 

(Rp326.441.467.484.47) dan 2019 sebesar (Rp338.224.535.564.30). 

Surplus defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari defisit dari kegiatan 

non operasional lainnya, yang mana defisit dari kegiatan non operasional 

lainnya merupakan nilai buku. 

Dilihat dari penjelasan diatas, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam Laporan Operasional sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, yang mana laporan operasional disusun dengan 

menggunakan basis akrual yaitu seluruh transaksi ekonomi diakui pada saat 
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terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan. Pada Laporan 

Operasional tidak ada penambahkan pos-pos yang menyajikan hasil operasi 

suatu entitas pelaporan.  

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan kenaikan 

atau penurunan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan perubahan ekuitas 

menyajikan pos-pos yaitu ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi, dan ekuitas akhir.  

a. Ekuitas awal 

Ekuitas awal menggambarkan ekuitas Neraca Audit Per 31 Desember 

2019 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2020. Jumlah ekuitas awal Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 

Rp332.136.716.580.06. 

b. Surplus/Defisit LO 

Surplus/Defisit LO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp326.441.467.484.47). 

c. Rk Ppkd 

Rk Ppkd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Per 31 

Desember 2020 sebesar Rp329.564.543.363.00. 

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki 

pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi dimasa lalu. Dampak kumulatif 

tersebut terdiri: 

1) Kenaikan/penurunan nilai kas sebesar Rp28.317.232.261.00 

2) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat koreksi sebesar Rp0.00 
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3) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat mutasi sebesar 

(Rp1.259.264.200.00) 

4) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat perubahan kelembagaan 

sebesar 0.00 

5) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat 

koreksi sebesar (Rp1.787.616.840.16)\ 

6) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat 

mutasi sebesar Rp933.278.775.85 

7) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat 

perubahan sebesar 0.00 

8) Kenaikan/penurunan nilai utang belanja akibat koreksi sebesar Rp0.00 

9) Kenaikan/penurunan nilai penyisihan piutang lainnya sebesar 

Rp96.727.84 

e. Ekuitas Akhir 

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 

2020 sebesar Rp361.463.519.183.12 merupakan ekuitas awal sebesar 

Rp332.136.716.580.06, surplus/defisit Lo sebesar (Rp326.441.467.484.47), Rk 

Ppkd sebesar Rp329.564.543.363.00 dan kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp26.203.726.724.53. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dalam bentuk penjelasan 

terkait rincian komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan, dengan 

adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat memberikan informasi 

tentang pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan pada Dinas 
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Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Catatan atas Pelaporan 

Keuangan (CaLK) terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan 

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

Keuangan Pendapatan Belanja Daerah 

1) Ekonomi Makro 

2) Kebijakan Keuangan  

3) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

1) Visi dan Misi Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2) Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Mencapai Target yang Telah 

ditetapkan 

3) Prosedur yang Telah Dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

BAB IV Kebijakan Akuntansi 

1) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD 

5) Pengukuran Dan Pengakuan Transaksi yang Digunakan dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan 

a. Pengakuan Belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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b. Pengakuan Belanja Laporan Operasional (LO) 

c. Pengakuan Piutang 

d. Pengakuan Persediaan 

e. Pengakuan Aset Tetap 

f. Depresiasi Aset Tetap 

g. Pengakuan Aset Tidak Berwujud 

h. Amortisasi Aset Tak Berwujud 

i. Pengakuan Kewajiban 

j. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasi 

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

a. Belanja 

b. Pendapatan 

2) Neraca 

a. Aset 

b. Kewajiban 

c. Ekuitas 

3) Laporan Operasional (LO) 

a. Pendapatan 

b. Beban 

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/Defisit – LO 

c. Rk Ppkd 

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 
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e. Ekuitas Akhir 

 
4.2.1 Pembahasan 

Proses pengelolaan yang diterapkan untuk bagian keuangan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengacu pada perlakuan 

akuntansi yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menurut PSAK 

No. 1 tentang penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan diidentifikasi 

telah menerapkan dua buah basis dalam hal akuntansi, yang pertama ialah basis 

akrual kemudian yang kedua adalah basis kas. Dimana basis akrual dibagi lagi 

menjadi dua macam, yakni pada neraca dan Laporan Operasional (LO), yang 

mana basis akuntansi ini telah memberi pengakuan bahwa adanya pengaruh 

sebuah proses pertukaran berupa transaksi dan peristiwa pada saat itu terjadi 

tanpa melihat saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual 

digunakan pada untuk pengukuran/pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk basis kas yang digunakan yaitu pada 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana pengukuran/pengakuan yang 

merujuk pada jumlah pemasukan atau pendapatan LRA dan belanja, basis kas 

tersebut mengakui pengaruh sebuah transaksi dan peristiwa lain pada saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayarkan dan untuk pengukuran. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan tujuh 

komponen laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional 

(LO), Laporan lajur aliran Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan 
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atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng tidak menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan 

Arus Kas karena untuk saldo dana atau anggaran dapat disajikan dengan lebih 

maksimal oleh pihak yang memegang kuasa penuh pada bidang pendaan, yakni 

bendahara umum daerah/kabupaten, sama halnya dengan laporan yang 

membahas dan menerangkan perihal arus kas yang terhitung masuk kedalam 

instansi bersama dengan seluruh pengeluaran dana yang keluar dari kas, pada 

akhirnya akan disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item 

pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan pos luar biasa. Sementara yang 

dapat dilihat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 

hanya menyediakan pendapatan dan belanja dimana pendapatan dan belanja 

tersebut menggunakan basis kas. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa 

setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

maka penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng disusun menggunakan basis kas yang dapat 

diartikan sebagai arus pendapatan dan juga segala macam penerimaan 

pemdanaan yang telah diakui dan dibenarkan tepat pada saat dan waktu kas 

diterima oleh penanggung jawab kas daerah berserta belanja, transfer dan 

output yang mengalir dari bagian pendanaan yang diakui pada saat kas tersebut 

dikeluarkan dari kas daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor Tahun 2010, 

komponen laporan keuangan yaitu neraca sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. 
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Pada rincian aset terdapat rincian aset tetap, yang mana pada aset tetap 

tersebut terdapat penambahan uraian aset tetap yaitu akumulasi penyusutan 

karena aset tetap yang disusutkan selama kapasitas tersebut 

Akan terus mengalami penurunan yang siginifikan seiring berjalan waktu, 

hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai macam aktivitas atau proses 

pemerintahan, dan sejalan dengan hal tersebut maka tidak dapat dipungkiri 

penurunan aset tetap akan terus berlanjut.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pengkajian laporan keuangan terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten soppeng memang benar adanya telah sesuai dan mengitkuti 

ketetapan yang telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan beberapa poin 

yang mencakup komponen-komponen berupa laporan keuangan yang meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), dan pendataan mendetil atas Laporan Keungan. 

Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah 

sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hanya 

menyajikan lima komponen laporan keuangan dan tidak menyajikan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas karena untuk saldo anggaran lebih 

disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten, begitupula dengan laporan 

arus kas segala aliran kas baik yang masuk kedalam instansi maupun yang 

keluar dari instansi telah didata dengan spesifik dan akurat, dan selanjutnya 

disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten. 

Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng terbukti telah benar dalam hal pengaplikasian basis akrual 

dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk 



70 
 

 

pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan, 

basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja.  

Dapat dilihat pula mengenai data yang telah disediakan, dan ditelaah 

sebelumnya, bahwa pada aset tetap terdapat adanya penambahan item laporan 

keuangan yang tersaji dan membahas mengenai akumulasi penyusutan karena 

aset tentu saja akan terus disusutkan selama daya tampung tersebut terus 

mengalami penurunan, yang disebabkan oleh berbagai macam kegiatan dan 

juga aktivitas pemerintahan berupa operasi yang selama pelaksanaannya 

berjalan, akan memakan dana, beriringan dengan hal tersebut maka sudah jelas 

aset tetap pada akhirnya akan berkurang secara terus-menerus. 

 
5.2 Saran 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mungkin bisa lebih baik lagi jika 

instansi yang bersangkutan dapat menyediakan lebih banyak lagi 

komponen ataupun unsur-unsur laporan keuangan berupa perubahan 

saldo anggaran dan dana lebih, disusul degan adanya laporan arus kas. 

Memang benar kedua hal tersebut tidak termasuk dalam laporan cacatan 

tas laporan keuangan (CaLK), tapi tetap saja, keberadaan hal tersebut 

masih bisa dangkat dan dijadikan sebagai pendataan ataupun semacam 

arsip instansi yang suatu saat nanti dibutuhkan untuk beberapa alasan 

tertentu.  

2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diharapkan Instansi bisa lebih 

meningkatkan pelaporan keuangan yang disajikan agar dapat dipahami 

bagi para peneliti selanjutnya. 
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Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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Lampiran 2: Neraca 
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Lampiran 3: Laporan Operasional 
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Lampiran 4: Laporan Perubahan Ekuitas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


